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PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MAGELANG

roitATURAN DAERAH KUTAMADYZ DAERAH TINGKAY II MAGELANG

NOMOR 13 TAHUN 1997

TENTANG

)

ORGI.NISASI DAN TATAKERJA DINAS TATA KOTA.
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II. MAGELARG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

a.

bahwa untuk mewujudkan identitas Kota Magelang sebagéi
Kota tramnsi%t, kota pendidikan dan Kota ABRI, yang
berskala nasional maka dzlam pengembangannya perlu
divtamakan adanya penataan koca, khususnya dalam
bidang Tata Lokasi Banguynan, Tata Pertanahan, Tata
.ingkungan dan Tata Lokasi Perusahaan ;

bahwa untuk maksud butir a tersebut di ati's dan sesuai,
dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 80 Tahun

1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas

Lingkup Pekerjaan Umum Daerah Pasal 188 ayat (2) dan

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/1194/SJ

tanggal 27 Maret 1995 serta Surat Gubernur Xepala

Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 061/6307 tanggal

14 April 1995, maka Pembentukan Organisasi dan

Tataker ja Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II
Magelang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerabh.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pemben:ukan .
Daerah--daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propins.
Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;

Undang-undang sNomor 5 Tahyn 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Repvbiik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara lNomor 3037) ;

3. Undang-Undang



3. Undang--Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan
Ruang (Lzmbaran JYegara .-Republik Indonesia Tahun 1992

Nomor 11%, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3501) ; '

4, Peraturan Pemerintah Ncmor 14 Tahun 1987 tentang
Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di bidang
Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 33 535)E- :

Paraturen Pemerintah Nomor - 45 Tahun 1992 tentang
Penyelenggarain Otonomi Daerah dergan Titik Berat'
‘pada Daerah Tingkat II (Lembaran . Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor .77, Tambahan Lembaran
- Megara Republik Ingdonesia Nomor 3487) ;

(@3]

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 57 / PET / 1991
tentang Pelaksanaanwpényerahan sebagian urusan '
Pekarjaan Ymum kepada PemérintahrDaerah‘Tingkat I dan -
Tingkat IT. P e 8 e

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 39 tahun 1992
tentarg Pedoman Organisasi Dinas Daerah : 3

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 987 Tahun 1983
tentang Fola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;

9. Keputusau Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994
tentanc Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas

Lingkup Pekerjaan Umum.

Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah
I1I Magelang

MEMUTUSKAN

tan : PERATURAN DALRAH .KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG
TENTANG PZMBENTUKAN : ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS
TATA ROTA KOTAMADYA DAERAH A TINGKAT II MAGELANG

BAB I

~ KETENTUAN - UMUM

Pasal 1 .cccveceacs



Pasal 1

- Dalam Peratvran Daerah ini yang dimaksud dengan
“a. Daeral adalah Kotamadya Daerah Tingkat I1 Magelang;

b. Pemerintan Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daera
Tingkat II Magelang ;

c. Walikotémadya Kepaia Daerah adalah Walikotamadn
Kepala Daerah Tingkat II Magelanyg ;

d. Dinas Tata Kota adalah Dinas Tata Kota Kotamadyp
Daerah  Tingkat II Magelang ;

e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Kota Kotamadyt
Daerah Tingkat II Magelang ;

f. Cabang Dinés adalah Cabang DinaS.Tata Kota Kotamadp
Daerah Tingkat II Magelang ; :

Jhe

‘g. Unit | Peiaksana Teknié Dinas adalah unsur pelakswi
Operasipnal A1 Lapangan.
B AB ol
PEMBENTU K A N
"Pasai 2
Dengan IPerétﬁran Daerah ini diﬁentuk Organisasi .da

Tatakerja Dinas Tata Kota Kotamadya Daerch Tingkat Il
Magelang. @ : '

BAB III

PR S e -

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

' Péé?l 3

(1) Dinas Tata Kota adalah‘unsur pelaksana Pem.rintah
Daerah di bidang Tata Kota ; :

(12:)) Diiaag raerrerer ;



(2) Dinas Tata Kota

Dir.as Tata Kota mempunyai

dipimpin oleh seorang Kepala

Dinas
vang delam melaksanakan

Daeral.

" pasal 4

Tingkat: T Jaxa Tengah dalam bidang Tata Kota.

Fasal 5

Untul: meldaksanakan tdgas sebagaimana dimaksud pada Pasal

4 Peraturan Daerah ini, Dinas Tata Kota'
fungsi

mempunyai

perumusan perencanaan kebijaksanaan teknis

pembangunarn, -~ dan . pengelolaan, pembinaan, pemberian
» . g ey gl Telty . 3 2

bimbingan dan perijinan sesual dengan

keleaKSanaan yang ditetapkan Walikotamadya Kepala. -

Daerah;

pengawasan dan pengendalidn‘ teknio di bidang Tata

Kota sesuiai dengan kebijaksanaan yang dltetapkan oleh
Wallkotamadya Kepala Daerah '

pengelolaan Tata Usaha Dinas;

Pengelolaan Cabang Dinas  .dan Unit Pelaksana
Teknis Dinas. 5

(}

BAB IV
. ORGANISASI
Bigian Pertama : -

Pola dan Susunan Organisasi

Pasal 6 «.eoeaeion Ao

tugasnya berada di bawah
dan bertdnggung jdwab kepada Walikotamadya FKepala

tugas bokok melaksanakan
sebagian. urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuah

vang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah

RO



Pasal 6

_ organisasi ‘Dinas Tata Kota ‘ditetapkau Pola Minimal.
Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Dinas 'Tati Kota terdiri dari:
Kepala Dinas ;

Sub Baygian Tata Usaha ’;

Seksi Perencanaan Tata Ruang ;

Seksi Penyusunén Prograrmn ;

Seksi Perijiman ;.

Cabang  Diras ; '

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD} ; .

Kelompok Jabatan Fungsjonal.

P Ko -0 oo

(2) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 3 (tiga) urusa
" dan  tlap-tiap Seksi terdiri dari 3 (tiga) Sub Seksi

(:37) 28ub Bagian Tata Usaha dan Seksi, . masing-masiny
dipimpin oleh seorang Kepala . yang berada d
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas ;

(4) Bagan rganisasi Dinas Tata Kota adalah sebagaimau
tercantum dalam Lampiran'Peraturan Daera1 ini da
merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedua
_Kepala Dinas

Pasal 8

Kepala Dinas mempunya: tugas pokok dan fungsi sebagahm#
dimaksud Pasal 4 dan ! Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Sub Bagiarn Tata Usaha




Pasal 9 -

Sub Eagian Tata_Usaha'mempunyai

tugas melaksanakan
Urusan Umum, Kepegawaja:r dan-Keuangan.

Pasal ‘10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8-

Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai
fungsi :

a. penyusunan anggaran, pelaporan serta pembinaan
organisasi dan tata laksana ;

pengeclolaan administrasi kepcgawaian, Kkeuangan,

peralatan dan perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi
dan kepustakaan ;

(@]

penyiaypah cata

irformasi, hubungan
inventarisas:.

masyarakat dan

Pasal 11

(L) Sib Bagian Tita Usaha terdiri dari
a. Urusan Umun ;
b. Urusan Kepstawaian ;
c. Jrusan Keuantan.

.

(2) Urusan-urusan sshagaimana dimaksud ayat (1) Pasal.

ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala

Urusan vyang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepa'a Kepale Sub Bagian Tata Usaha. :

. Pasal 12 :

{1) Urussn Umuxx‘mempuhyai tugas melaksanakan urusan
surat menyurz , kearsipan, ekspedisi, penggandaan
dan rumah tagga, administrasi perjalanan dinas,

peralatan - . dn perlengkapan kantor serta
invantarisasi. 5 i

(2) Urusan ..... G




.(2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksana
pengelolaan administrasi kepngawaian, menys
pedoman dan petunjuk. ketatalaksanazn, dokumeni
dan kepustakaan, menyajikan data dan informasi se
hubungan masyarakat.

(3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanab
pengelolaan administrag;'keuangan yang mellpy
penyusunan anggaran, pémbukuan, pertanggungjawe
serta laporan Keuangan.

Bagian Keempat
Seksl Perencanaan Tata Ruang

Pasél i3

Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanal
sebagian tugas Dinas: Tata Kota di bidang perencan:
tata -uang. ' ;

Pasal 14

1
{

Untuk menyelenggarakan tugas = sebagaimana dimak:
Pasal 13 Peraturan Daerah ini, Seksi Perencanaan T
Ruang mempunyai fungsi

a. pelaksanaan survey 'dan pemetaan tata ruar
menghimpun, mengolah dan mendokumentasikan data c
-informasi perkembanyan tata ruang :

b. pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan bantuan Llek
perencanaan tata ruang serta indikasi program fisi!

c. pelaksanaan pemaatatan dan evaluasi serta Pengendal:.
dan pengawasan pola pemanfaatan ruang.

‘Pasal 15

(1) Seksi Perencanaan Tata Ruang terdiri dari :
a. Sub Seksi Survey dan Pemetaan ;
b. Sub Seksi Penyusunan encana Tata Ruang ;
C. Sub Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi.

(2) Sub
SO



(2) Sub Seksi - Sub Seksi sebagaimana . dimaksud ayat (1)
Pasal 1inl, masing-masing dipimpin oleh "seorang Kepala
Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung

jawab
kepada Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang.

Pasal 16
fl) Sub Seksi Survey dan Pemetaan mempunyai tugas
menghimpun, mengolah, mendokumentasikan data dan

informasi perkembangan tata ruang, ' pengurusan
pedoman dan standar/ketentuan = teknis survey  serta
pemetaan dalam rangka perencanaan tata ruang.

sub Seks1 Penyusunan

—
N
~—

- Rencana Tata Ruang mempunyail
tugas melaksanakan ° perencanaan = tata ruang dan
indikasi program fisikserta bimbingan teknik. perencanaan
tata ruang yang dilaksanakan Pihak Ketiga.

f3gniSub S2:sl Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi
mempunya. tuwyas melaksanakan pemantauan, { evaluasi
perencanzan tata.ruanjy, pengendalian dan
pola pemcafaatan ruang serta melakukan
hasil pementauan dan evaluasi.

psngawasan
dokumentasi

Baglan Kelima
Seksi Penyusunap Program
Pasai 17
Seksi Penyusunan Program mempunyail tugas-melaksanakan

sebagian tugas Dinas Tata Fota di bidang penyusunan program
fata ruang. ' ;

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 17
Peraturan Daerah -:ni , 8c¢ksi Penyusunan Program mempunyai
fungsi ‘

a. penyusunan dan evaluasli program penatdan prasarana dan

sarily drase )

b. perencanaan .....

-




p. perencanaan, pengawasans, pemantauan dan

kegiatan penataan prasarana serta sarana
perkotan ; '

.

c. pelaksanaan pemantauezn dan - evaluasi pelaksanz
pembangunan sarana dan prasarana dasar.

Pasal 19
(1) Seksi Penyusunan Program terdiri dari ;

a. Sub Seksi. Penyiapan Program ;
b. Sub Seksi Perencanaan Pembiayaan ;
(o4

r

Sub Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi.

(2) Sub Seksi - Sub Sersi sebagaimena dimaksud avat
Pasal ini, masing - masing dipiwpin oleh  secrz
Kepala  Sub Seksi vang.  berada di Lawah é
bertanggung jawabh kepada Kepala Seksi FPenyusuz
Program

- rPasale20

(1) Sub Seksi Penylapan Program

mempunyai tug:
melaksanikan penyusunan dan evaluasi pPrcgr:
pembangunan prasirana daa sarana dasa:
menentukan progran jangka menengah dan progri
tahunan dalam Tringka - pelaksanaan rencana tal

ruang, mengevaluasi dan mengkaji study Xela
dan program pembaigunan prasarana ferta sarana das

(2) Sub Seksi Perencinaan Pembiayaan mempunyai  tu

- melaksanakan  Dtrencanaan dan pengalokasi:

pembiayaan, pemantawan dan evaluasi. kegiatan/prow
peénataan prasarana dai sarana dasar perkotaan.

(3) Sub Seksi Pemantauan, nvaluasi dan Dokument:
mempunyail tugas menantau, mengeyaluasi | pelaksanz
pembangunan sarana dan prasarana dasar  jang
menengah dan  precgram tahunan serta mendokuz
tasikan - perkenbangan pelaksanaan program  sec2
periodik. > ' |

A

Ragianieg o s




UG © - Bagian Xeenan
Seksi Perijinan

.Pasal 21

Seksi Perijinan ‘mempunyai tugas

_ melaksanakan
sebagian tugas Dinas Tata Kota di

£ - bidang perijinan.
tata ruang. : ‘

Pasal 22

Untuk mdnyalengqarakan tugas sebagaimana dimaksud
Pasal 21 Peraturan Daerah ini, Seksi Perijinan mempunyai
,funqw . : : '

a. pe;ak 3anaan’ <penyiapan.format,

pemeriksaan dokumen perijinan. yang diajukan pemohon ;

pelaksuanaan penqukuran dan

permohonar: perijinan ;

pemetaan situasi setiap

penyiapan b:han, pemeéntauan dan evaluasi perijinan

Pasal 23

(1) Seksi Perij.nan terdiri dari
a. Sub Seks.: Reglstrasi ;

b. Sub Seksi Pengukuran ;
Ca SubES

Seksl Pengelolaan Perijinan.

{2)

Sub SeXsl - Sb Seksl sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh

seorang
Kepala Sub S:ksi yang

berada ‘di bawah dan
bertancgung javah kﬁ?ada Kepala Seksi Perijinan.

" Pasal 24

{1) sub . sSeksi ‘Registras! mmmpunyal tugas menyiapkan
format-format.. :perijinan, menerlma, menilai:. dan

;nemgr;ksa dokunen ‘per? jlﬁan yang diajukan pemohon ;
perijinan.

(12) SUbIE SRR

penilaian dan



(2) Sub  Seksi Pengukuran mempunyai tugas melaksanak
pengukuran dan pemetaan situazi setiap permohon
perijinan dalam rangka penylapzn bahan perijinan.

(3) Sub Seksi Pengelolaan Parijinan mempunyai tug

menyiapkan bahan perijinan, nelakukan pemantauan d

evaluasi pelaksanaan perljlnan serta membuat lapor
berkala proses perijinan.’

Bagian Ketujuh
Ccabang Dinas dan Unit Pelaksana Telknis Dinas,

s Pasal 25
cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas dap
dibentuk berdasarkan kebutuhan Dinas Tata Kota &
‘memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dal:

Negeri.
Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Punasional

Pasal 26

Kelompck Jabatan rungqlona1' mempunyai  tug:

melaksanakan sebagian’ tugas ‘Dipjas Tata Kota sesu:
dengan keahlian dan kebutuhan. :

BAB V
“TATA KERJA
Pasali 27
Dalam melaksanakan tugas Dinas Tata Kota, Uni
Pelaksana Tekniq"Dinas Kelompok Jabatan fungsional &
Cabang Dinas wajib menerapkan pr;n%lp koordinas!

1ntegra51 baik di dalam maupun antar satuan sesual deuy
tugas masing-masing.

Pasal 28 _Naey

- 11 -



Pasal 28

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam Linckungan
Dinas Tata "Kota bertanggungjawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan
dan petunjuk"petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

vasal 29

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam Lingkungan Dinas
Tata Xota bertanggungjawab kepada Atasan masing-masing
untuk meilyanpailkan = laporan tepat pada waktunya.

Pasal 30

Kepala Dinas, Xepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi,
Kepala Urusan, Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhenti-

kan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

A

'Pasal 31

Jenjang Jabatan dap Kepangkatan serta susunan képégawéian
diatur - kemudian sesual dengan peraturan perundang-
undangan vang berlaku.

BLA B < VT
KETENTUAN LAIN LAIN
Pasal 32
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah
ini,sepanjang mengenai pelaksanaan teknis akan dia®ur
kemudian oleh Walikotamadya Kepala Laerah sesual

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

'
i
\

ey SR~
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33
Dengan berlakunya Peraturan,Dagran.ini, maka se

Ketentuan‘yahg berteﬁtangan,dehgan Peraturan Daera
dinyatakan tidak berlaku lagi.

- Pasal 34

Peraturaﬂ Daerah 1inli mulail berlaku pad-= ta
diundangkan. ;

e : » v - 1l ~ ’y

: Agar éﬁpaya .setiap orang .dapat mencetah:
memerintahkan pengundang&n Peraturau Daerah

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota
Daerah Tingkat II Hagelang.

Ditetapkan di M a. g e 1 i
pada tanggal 12 Desembe]

WALIROTAMADYA KEPALA |

TDEWA1;f§Eﬁ%&}LAH RAKYAT DAERAH
DAERAH TINGKAT II
A CTEANG -

LA CR—
: 2 ]
»  MADIYONO:
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PENJELASAN ATAS . |
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAHTINGKAT IT MAGELANG

NOMOR 13 TAHUN 1997
TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKEFRJA DINAS TATA XOTA
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

(. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Pola Dasar Pembanguhan Daerah Kotamadya Paerah
Tingkat I1II Magelang. yeng bertujuan untuk mengembangkan peran dan
fungsi kehidupan kota kearc¢h kota transit, kota pendidikan dan
kota ABRT, yaunyg berskala Nasicnal, maka dalam pengembangannva
perlu diusahakan adanya'penataAnlkota, khususnya dalam bidang tata

lLiokasi Bangunan, Tata Pertanahan, Tata Lingkungan dan Tata Lokasi
Perusahaar. '

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pelaksanaan tugas-
tugas pemerintahan di lingkup pekerjaan umum semakin berkembang,

sehingga memerlukan perhatian dan penanganan secara khusus dan
lebih intensif. :

Bahwa dalam rangk=2 memenuhi tuntutan pefkembangan tugas-—
tugas lingkup pekerjaan umum,'maka berdasarkan Surat = Menteri
Dalam Negeri  Nomor. : (61/1194/sJ tanggal 27 Maret 1997 dan
Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor
061/6307 tanggal 14 April 19¢7 perihal Pembentukan Dinas Tata Kota
Kotamadya Daerah Tingkat I Magelang, maka dipandang perlu
membentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Tata Kota

Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang dengan Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Maga:lang.

I1. Panjelasan cRRe

\

Y




_ PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 S5 : cukup jelas

Pasal 6 : Pola Organisasi Dinas Tata Kota
adalah minimal.
Hal ini sesuai dengan Surat Keputu-
san Menteri -Dalam Negeri Nomor :061/
1194{SJ tanggal 257, Maret 1997
tentang Pembentukan Dinas Tata Kota
di  Kotamadya Daerah Tingkat II

Magelang.
Pasal 7o s/d 25 : cukup jelas
Pasal 26 -t yang dimaksud _.jabatan fuagsional

adalah Jabatan Struktural yang

memerlukan jenis persyaratan/
keahlian yang harus dimiliki sesuai
fungsinya untuk melaksanakan tugas

#]
Mo

dalam Jjabatannya serta jenj
kepangkatan diatur sesuai den

Moy N
[¥]

18]

ketentuan  peraturan perunda
undangan yang berlaku.

Pasal 27 s/d 24 : cukup jelas.




